
BUPATI NATUNA

PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NATUNA

NOMOR Tt TAHUN2O2O

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 202 1

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NATUNA,

Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 ayat (1)

Undang-Undang Nomor 2g Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa

kali terakhir dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas undang-Undang Nomor 23

Tahun 2or4 tentang Pemerintahan Daerah dan pasar 104

ayat (1), Peraturan Pemerintah Nomor L2 Tahun 2olg
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Bupati wajib
mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun
Anggaran 2o2l kepada Dewan perwakilan Rakyat Daerah
(DPRD) untuk memperoleh persetujuan bersama;

b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan
sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan
perwujudan dari Rencana Kerja pemerintah Daerah
Tahun 2o2r yang dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum
APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran sementara yang

telah disepakati Pemerintah Daerah bersama DPRD pada

tanggal 24 bulanAgustus tahun 2O2L;
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bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan peraturan

Daerah tentang Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2O2L;

Pasal 18 ayat (6) undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun L945;

Undang-Undang Nomor 53 Tahun lggg tentang
Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan
Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten

Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi,
dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 18 1 Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3go2) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 34
Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-
undang Nomor 53 Tahun lggg tentang pembentukan

Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten

Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun,
Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota
Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor lO7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor aS80);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2oo3 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor a286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara

Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 5, Tambahan

Negara Republik Indonesia Nomor a3SS);

tentang

Republik

Lembaran

undang-undang Nomor 2s rahun 2oo4 tentang sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2oo4 Nomor !o4, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aa2fi);
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang
Perimbangan Keuangan Antara pemerintah pusat dan

Mengingat : 1.
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7.

8.

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2oo4 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4a3B);

Undang-Undang Nomor 2g rahun 2oog tentang pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2oog Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor S0a9);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2or4 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5ss7) sebagaimana terah
diubah beberapa kari terakhir dengan undang-undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua Atas
undang-Undang Nomor 2s Tahun 2or4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 5g, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 56Z9);

9- Peraturan pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan wakil Kepala
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2o0o
Nomor 2lo, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor a)2g);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 2g rahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2oos Nomor 4g,
Tambahan Lembaran Negara Repubrik Indonesia
Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor T4 Tahun 2oL2
Tentang Perubahan Atas peraturan pemerintah Nomor 23
Tahun 2005 tentang pengeloraan Keuangan Badan
Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2oL2 Nomor lT t, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 53aO);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2oos tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Repubrik Indonesia
Tahun 200s Nomor r37, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor aSTSI;
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12. Peraturan pemerintah Nomor 5 Tahun 2oog tentang
Bantuan Keuangan partai poritik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2ooz Nomor 1g, Tambahan
Lembaran Negara Repubrik Indonesia Nomor 4gr2),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 201g tentang
Perubahan Kedua Atas peraturan pemerintah Nomor s
Tahun 2oog tentang Bantuan Keuangan Kepada partai
Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2olg
Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6177);

13. Peraturan Pemerintah Nomor Tl rahun 2oro tentang
Standar Akuntansi pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2oto Nomor r23, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 516s);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2orz tentang
Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2or1
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Repubrik Indonesia
Nomor 6Oa\;

15. Peraturan Pemerintah Nomor 1g rahun 2olz tentang Hak
Keuangan dan Administrasi pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2oLT Nomor 105, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 3g rahun 201g tentang
Pelaksanaan T\rgas dan wewenang Gubernur sebagai wakil
Pemerintah pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 622fl;

17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2org
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Indonesia Tahun 2otg Nomor 42);

tentang

Republik

18. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2o|g tentang
Laporan dan Evaluasi penyeleriggaraan pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Repubrik Indonesia Tahun 20rg
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Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 63231;

19. Peraturan Pemerintah Nomor 2s rahun 2o2o tentang
Penyelenggaraan Tabungan perumahan Ra1ryat (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2O2O Nomor 136,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6517);

2o.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2oo7

tentang Tata cara Evaluasi Rancangan peraturan Daerah

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan

Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 36 Tahun 2oll tentang Perubahan Atas peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2oor tentang Tata

cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan

Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2}lt Nomor 52S);

2l.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011

tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan sosial
yang Bersumber Dari Anggaran pendapatan dan Belanja
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2oll
Nomor 450), sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99

Tahun 2ol9 tentang Perubahan Kelima Atas peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor s2 Tahun 2oll tentang
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang

bersumber dari Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2OLg

Nomor 1560);

22.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2oL?

tentang Pedoman Pengelolaan Investasi pemerintah Daerah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2OL2 Nomor 75fl;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2oLT

tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah
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serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana

Operasional (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2Ol7 Nomor LO67);

24.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018

tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib

Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan

Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan

Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2018 Nomor 630);

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2Ol9

tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol9 Nomor llH);
26.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2OI9

tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur

Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol9 Nomor LaaT);

27.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2O2O

tentang Pedoman PenSrusunan Rencana Kerja Pemerintah

Daerah Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2O2O Nomor 590);

28.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2O2O

tentang Percepatan Penanganan Corona Virus

Disease 2OL9 di lingkungan Pemerintah Daerah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2O2O Nomor 2a9l;

29.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2O2O

tentang Pedoman Pen5rusunan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2O2l (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2O2O Nomor 88S);

30. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.07 l2O2O
tentang Penyaluran dan Penggunaan Dana Bagi Hasil,

Dana Alokasi Umum, dan Dana Insentif Daerah

Tahun 2O2O Dalam Rangka Penanggulangan Corona Virus
Disease 2Ot9 (COVID-19) (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2O2O Nomor 250);

31. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.OT l2O2O
Tahun 2O2O tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan
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Dana Desa Tahun Anggaran 2O2O Dalam Rangka
Penanganan Pandemi corona Virus Disease 2olg
(COVID- 19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang

Membahayakan Perekonomian Nasional (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2O2O Nomor 3TT);

32. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 6
Tahun 2ol3 tentang Pokok-pokok pengelolaan Keuangan

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna
Tahun 2013 Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NATUNA

dan

BUPATI NATUNA

MEMUTUSKAN:

McnetapKan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN NATUNA TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 202 1.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Natuna.

2. Bupati adalah Bupati Kabupaten Natuna.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur
penyelenggara perangkat Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan

derah otonomi.

4. Dewan Perwakilan Ralryat Daerah yang selanjutnya disebut
DPRD adalah Dewan perwakilan Ralryat Daerah
Kabupaten Natuna.

5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang

selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan

tahunan Daerah yang ditetapkan dengan perda.
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6. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui
sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode
tahun anggaran berkenaan.

7. Belanja Daerah adala semua kewajiban pemerintah Daerah
yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih
dalam periode tahun anggaran berkenaan.

8. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar
kembali dan/atau pengeruaran yang akan diterima
kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun
pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pasal 2

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan
pembiayaan daerah. APBD Kabupaten Natuna Tahun
Anggaran 2o2l berjumlah Rp1.099. 642.o21.000,00 (satu
triliun sembilan puluh sembilan miliar enam ratus empat
puluh dua juta dua puruh satu ribu rupiah), terdiri atas
pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah
dengan rincian sebagai berikut:

PendapatanDaerah Rp975.690.1g7.23g,00a.

b. Belanja Daerah

Defisit/Surplus

c. Pembiayaan Daerah

1. Penerimaan

2. Pengeluaran

Pembiayaan Netto

Sisa Lebih Pembiayaan

Rp 1 . 096. 642.O21 .000,00

Rp1 1 2O.95 1 .893. 7 62,OO)

Rp123.95 L835.Z62,OO

Rp3.000.000.O00,00

Rp120.951.835.762,OO

Anggaran Tahun Berkenaan Rp0,O0.

Pasal 3
Pendapatan daerah direncanakan sebesar
Rp975.690.187.238,o0 (sembilan ratus tujuh puluh lima
miliar enam ratus sembilan puruh juta seratus delapan puluh
tujuh ribu dua ratus tiga puluh delapan rupiah), yang
bersumber dari:

a. Pendapatan asli;

b. Pendapatan transfer; dan

c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.
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Pasal 4
(1) Pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar
Rp73.392.152.922,00 (tujuh puluh tiga miliar tiga ratus
sembilan puluh dua juta seratus lima puluh dua ribu
sembilan ratus dua puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
a. Pajak daerah;

b. Retribusi daerah;

c. Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang di pisahkan;
dan

d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
(2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf a direncanakan sebesar Rp12.000.000.000,00
(dua belas miliar rupiah).

(3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf b direncanakan sebesar Rp s07.000.000,00
(lima ratus tujuh juta rupiah).

(4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c

direncanakan sebesar Rp1o.o00.0oo.oo0,00 (sepuluh
miliar rupiah).

(5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar

Rp50.885.152.922,00 (lima puluh miliar delapan ratus
delapan puluh lima juta seratus lima puluh dua ribu
sembilan ratus dua puluh dua rupiah).

Pasal 5
(1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam pasal 3

huruf b direncanakan sebesar Rpg90.901.45s.3g6,00
(delapan ratus sembilan puluh miliar sembilan ratus satu
juta empat ratus lima puluh lima ribu tiga ratus delapan
puluh enam rupiah), yang terdiri atas:

a. Pendapatan transfer pemerintah pusat; dan

b. Pendapatan transfer antar daerah.
(2) Pendapatan transfer pemefintah pusat sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar
Rp826.613.855.629,00 (delapan ratus dua puluh enam
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miliar enam ratus tiga belas juta delapan'ratus lima puluh
lima ribu enam ratus dua puluh sembilan rupiah).

(3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar
Rp64.287.sgg.Tsr,oo (enam puluh empat miliar dua ratus
delapan puluh tujuh juta rima ratus sembilan puruh
sembilan ribu tujuh ratus lima puluh tujuh rupiah).

Pasal 6
Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar
Rp11.396.578.930,00 (sebelas miliar tiga ratus sembilan
puluh enam juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu
sembilan ratus tiga puluh rupiah), yang terdiri dari
Pendapatan hibah.

Pasal 7
Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2o2t direncanakan
sebesar Rp1.096. 642.021.000,00 (satu triliun sembilan puluh
enam miliar enam ratus empat puluh dua juta dua puluh satu
ribu rupiah), yang terdiri atas:

a. Belanja operasional;

b. Belanja modal;

c. Belanja tidak terduga; dan
d. Belanja transfer.

Pasal 8
Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud
dalam Pasal z huruf a direncanakan sebesar
Rp717.618.813.135,00 (tujuh ratus tujuh beras milyar
enam ratus delapan belas juta delapan ratus tiga.belas
ribu seratus tiga puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
a. Belanja pegawai;

b. Belanja barang dan jasa;

c. Belanja hibah; dan

d. Belanja bantuan sosial.

Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (l)
huruf a direncanakan sebesar Rp361.g95.20s.43r,2g (tiga
ratus enam puluh satu milyar tiga ratus sembilan puluh

(1)

(2)
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lima juta dua ratus lima ribu empat ratub tiga puluh satu
rupiah dan dua puluh delapan sen).

(3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b direncanakan sebesar Rp323.05T.gZS.ggg,T2

(tiga ratus dua puluh tiga milyar lima puluh tujuh juta tiga
ratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus tiga puluh
delapan rupiah dan tujuh putuh dua sen).

(4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf c direncanakan sebesar Rp28.145.601.865,00 (dua

puluh delapan milyar seratus empat puluh lima juta enam
ratus satu ribu delapan ratus enam puluh lima rupiah).

(5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp5.020.690.000,00
(lima miliar dua puluh juta enam ratus tiga puluh ribu
rupiah).

Pasal 9

(1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 7 huruf b direncanakan sebesar

Rp242.O80.304.865,00 (dua ratus empat puluh dua milyar
delapan puluh juta tiga ratus empat ribu delapan ratus
enam puluh lima rupiah) yang terdiri atas:

a. Belanja modal tanah;

b. Belanja modal peralatan dan mesin;

c. Belanja modal bangunan dan gedung;

d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi; dan

e. Belanja modal aset tetap lainnya.

(2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf a direncanakan sebesar Rp6.284.405.600,00 (enam

milyar dua ratus delapan puluh empat juta empat ratus
lima ribu enam ratus rupiah).

(3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar

Rp30.108.928.634,00 (tiga puluh milyar seratus delapan
juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu enam ratus
tiga puluh empat rupiah).

(4) Belanja modal bangunan dan gedung sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar
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Rp26.838.954.943,0O (dua puluh enam milyar delapan

ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh
empat ribu sembilan ratus empat puluh tiga rupiah).

(5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar

Rp176.68O.752.472,00 (seratus tujuh puluh enam milyar
enam ratus delapan puluh juta tujuh ratus lima puluh
dua ribu empat ratus tujuh puluh dua rupiah).

(6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar

Rp2.l67 .263.216,00 (dua milyar seratus enam puluh
tujuh juta dua ratus enam puluh tiga ribu dua ratus enam

belas rupiah).

Pasal 10

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 7 huruf c direncanakan sebesar Rp10.000.000.000,00

(sepuluh miliar rupiah), yang terdiri atas belanja tidak
terduga.

Pasal 11

(1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 7 huruf d direncanakan sebesar

Rp126.942.903.00O,00 (seratus dua puluh enam miliar
sembilan ratus empat puluh dua juta sembilan ratus tiga

ribu rupiah), yang terdiri atas:

a. Belanja bagi hasil; dan

b. Belanja bantuan keuangan.

(2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf a direncanakan sebesar Rp1.250.700.000,00 (satu

miliar dua ratus lima puluh juta tujuh ratus ribu rupiah).
(3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf b direncanakan sebesar

Rp125.692.203.000,00 (seratus dua puluh lima miliar
enam ratus sembilan puluh dua juta dua ratus tiga ribu
rupiah).
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Pasal 12

Anggaran pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2o2t
direncanakan sebesar Rp12o.95 t.gs3.T62,oo (seratus dua
puluh miliar sembilan ratus rima puluh satu juta delapan
ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus enam puluh dua
rupiah), yang terdiri atas:

a. Penerimaan pembiayaan; dan

b. Pengeluaran pembiayaan.

Pasal 13

Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 12 huruf a direncanakan sebesar
Rp123.951.833.762,oo (seratus dua puluh tiga miliar
sembilan ratus lima puluh satu juta delapan ratus tiga puluh
tiga ribu tujuh ratus enam puluh dua rupiah), yang terdiri
atas Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran
sebelumnya.

Pasal 14

Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 12 huruf b direncanakan sebesar
Rp3.o0o.000.o00.00 (tiga miliar rupiah), yang terdiri atas
penyertaan modal daerah.

Pasal 15

selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan
anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya
surplus/(defisit) sebesar Rp120.95 L.g3s.762,oo (seratus
dua puluh miliar sembilan ratus lima puluh satu juta
delapan ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus enam puluh
dua rupiah).

Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan
pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan

direncanakan sebesar Rp120.95 r.g3g.T62,00 (seratus dua
puluh miliar sembilan ratus lima puruh satu juta delapan
ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus enam puluh dua
rupiah).

(1)

(2)
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Pasal 16

(1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak,
Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang
belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran
melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah
ini, yang selanjutnya dimasukan dalam perubahan
anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten
Natuna Tahun Anggaran 2o2t, dengan tata cara sesuai
dengan cara terlebih dahulu melakukan perubahan
peraturan kepala daerah tentang penjabaran perubahan

APBD, dan pemberitahuan kepada pimpinan DPRD
selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi
Anggaran.

(2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

meliputi:

a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial
dan/atau kejadian luar biasa;

b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan;

dan/atau;

c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu
kegiatan pelayanan publik.

(3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

meliputi:

a' Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar
masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam
tahun anggaran berjalan;

b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang
bersifat wajib;

c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali
Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan
sebelumnya, serta amanat peraturan perundang_

undangan; dan/atau
d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan

menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi
Pemerintah Daerah dan/ atau masyarakat.
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16. Lampiran XVI Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 18

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tenthng Penjabaran

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan

operasional pelaksanaan APBD.

Peraturan Daerah

diundangkan.

Pasal 19

ini mulai berlaku pada tanggal

Agar setiap orang

pengundangan Peraturan

dalam Lembaran Daerah.

mengetahuinya,

Daerah ini dengan

memerintahkan

penempatannya

nggal fr urber &2o

NArd{NA,

HAMID RTZAL

Diundangkan di Ranai

pada tanggal 28 O&OWar frn

[e:. serRETARrs DAERAH KABUrATEN N^TUN^y' 
t

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NATUNATAHUN 2O2O NOMOR I(

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN NATUNA PROVTNSI

KEPULAUAN RrAU ( t[ I Sg /2o2o)

Ditetapkan di Ranai

HENDRA KUSUMA



PERATT'RAN DAERAH KABI'PATEN NATI'NA
' NOMOR lt, TAHUN 2020

TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021

PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DA}[ JENIS

PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

KODE URAIAN JUMLAH

2 3

4.

4.1.

4. t.01.
4.t.02.
4.1.03.

4.1.04.

4.2.

4.2.0L

4.2.02.

4.3.

4.3.03.

5.

5. l.
5.1.01.

5.1.02.

5.1.05.

5.1.06.

5.2.

5.2.01.

5.2.02.

5.2.03.

5.2.04.

5.2.05.

5.3.

5.3.01.

5.4.

5.4.01.

5.4.02.

6.

6.1.

6. I .01.

6.2.

6.2.02.

PENDAPATAN DAERAH

PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Pajak Daerah

Retribusi Daerah

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Lain-lain PAD yang Sah

PENDAPATAN TRANSFER

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

Pendapatan Transfer Antar Daerah

LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH

LainJain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

JUMLAH PENDAPATAN DAERAII

BELANJADAERAH

BELANJA OPERASI

Belanja Pegawai

Belanja Barang dan Jasa

Belanja Hibah
Belanja Bantuan Sosial

BELANJAMODAL
Belanja Modal Tanah

Belanja Modal Peralatan dan Mesin
Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

BELANJA TIDAK TERDUGA

Belanja Tidak Terduga

BELANJA TRANSFER

Belanja Bagi Hasil
Belanja Bantuan Keuangan

JUMLAH BELANJA DAERAII

SURPLUS/(DEFTSTT)

PEMBIAYAAN DAERAH

PENERIMAAN PEMBIAYAAN

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya

ruMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN

PENGELUARAN PEMBIAYAAN

Penyertaan Modal Daerah

ruMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN

975.690.187.238,00

73.392.t52.922,00

12.000.000.000,00

507.000.000,00

10.000.000,000,00

50.885. I 52.922,00

890.901.455.386,00

826.613.855.629,00

64.28't .599.757 ,00

l r.396.578.930,00

I 1.396.578.930,00

975.690.187.238,00

1.096.642.021.000,00

717.618.8 r 3. l3 s,00

36t.395.205.431,28

323.057.375.838,72

28.145.601.865,00

5.020.630.000,00

242.080.304.86s,00

6.284.405.600,00

30. l 08.928.634,00

26.838.954.943,00

176.680.7 52.472,00

2.167.263,216,00

r 0.000.000.000,00

10.000.000.000,00

126.942.903.000,00

r .250.700.000,00

125.692.203.000,00

1.096.642.02r.000,00

(1 20.951.833.762,00)

120.951.833.762,00

t23.9s1.833.762,00

123.951.83.3.',762,00

123 .9s1 .833.7 62,00

3.000.000.000,00

3.000.000.000,00

3.000.000.000.00
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T'RAIAN JUMLAH

2 3

6.3.

PEMBIAYAATI NETTO

SISA LEBTH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN
(srLPA)

120.95r.833.762,00

0,00
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PERATURAN DAERAH KABUPATEN NATUNA
NOMoR tt TAHUN 2O2O
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021

PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
RINCIAII APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,

PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN,
BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUNANGGARAN 2021

IIRUSAN PEMERINTAH
ORGANISASI

: I.OI. URUSANPEMERINTAHANBIDANGPENDIDIKAN
: 1.01.01. DINAS PENDTDIKAN

KODE URAIAN JUMLAH DASARHUKUM
I 2

3 4

/il*l
l:rl;:;;:lr:
I or lz.oz. I o:

l,i,l;,r,lr,

5.1.

5.1.01.

5. 1,

5.t.02.

5.1.

5.1.02.

5. 1.05.

5. 1 .06.

5.l.
5.r.02

5. I.
s,1.02

5.1.

5.t.02.

5.1.

5.1.02.

5.1.

5.1.02.

5.1..

5.1.02.

I BELANJA DAERAH

PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Administrasi Keuangan perangkat Daerah
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

BELANJA OPERASI
Belanja Pegawai

Penyediaan Administrasi pelaksanaan Tugas ASN
BELANJA OPERASI
Belanja Barang dan Jasa

Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian/Verifikasi
Keuangan SKPD

BELANJA OPERASI
Belanja Barang dan Jasa

Belanja Hibah

Belanja Bantuan Sosial

Administrasi Barang Milik Daerah pada perangkat
Daerah
Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKpD

BELANJAOPERASI
Belanja Barang dan Jasa

Administrasi Umum perangkat Daerah
Penyediaan Barang Cetakan dan penggandaan

BELANJA OPERASI
Belanja Barang dan Jasa

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi
SKPD

BELANJA OPERASI
Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan pemerintahan
)aerah
)enyediaan Jasa Surat Menyurat

BELANJA OPERASI
Belanja Barang dan Jasa

renyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan
,istrik

BELANJA OPERASI
Belanja Barang dan Jasa

)emeliharaan Barang Milik Daerah penunjang
Irusan Pemerintahan Daerah
'enyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya pemeliharaan,

an Pajak Kendaraan perorangan Dinas atau Kendaraan
)inas Jabatan

BELANJA OPERASI
Belanja Barang dan Jasa

167,299.499.581,08

t65.734.773.361,08

t43.676.726.960,90

143.676.726.960,90

t43.676.726.960,90

20.693.846.950,00

20.693.846.9s0,00

20.693.846.950,00

l .364.199.450,18

r .364. 199.450,18

196.995.450,18

667.204.000,00

500.000.000,00

zlr.ooo.ooo,oo 
]

,or.uoo,ooo.ro I

z+t.ooo.ooo,oo 
I

z+:.ooo.ooo,oo I

I

ssz.slo.sso,oo I

,r.ooo.ooo,oo I

zz.ooo.ooo.oo I

77.000.000,00I

s20.946.980,001
I

,ro.rou.rro,ro I

szo.s+o.sso,oo I

I
522.379.240,00 

|

,ru.roo.ooo,oo I

r so.soo.ooo,oo I

r so.soo.ooo,oo I

lzs .sl ,) .zqo ,ool

I
325.s79.240,001

325.579.240,001

I

,or.*oo.ooo,ro I

I
r 7o.8oo.ooo,oo I

I

t 70.800.000.001

t zo.goo.ooo,oo I



rF
URIJSAN PEMERINTAH
ORGANISASI

8.0I. KESATUAN BANGSA DAN FOLITIK
8.OI.OI. BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

KODE URAIAN JUMLAH DASARHUKUM
I 2 3 4

06.

06.

06.

06.

06.

06.

05.

2.01.

2.01.

2.01.
2.01.

2.01.

2.01.
2.0t.

04.

04.

04.

05.

05.

05.

5.l.
5.1.02.

5. l.
s.t.02.

Perumusan Kebijakan Teknis dan petaksanaan

Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan
Penanganan Konflik Sosial
Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini,
Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga
Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan
Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan
Bidang Kewaspadaan, serta penanganan Konflik di
Daerah

BELANJA OPERASI
Belda Barang dan Jasa

Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan pelaporan di
Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen,
Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan
Lembaga Asing, Kewaspadaan perbatasan Antar
Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan,
serta Penanganan

BELANJA OPERASI
Belanja Barang dan Jasa

195.511.369,00

r61.088.860,00

l6l.088.860,00
161.088.860,00

34.422.509,00

34.422.509,00

34.422.509,00

TOTAL BADAN KESATUAN BANGSA DAN
POLITIK

5.E26.245,219,00
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PERATURAN DAERAH KABUPATEN NATUNA
NOMOR Tt, TAHI'N N.O?N

TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021

PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
SINKRONISASI PROGRAM PADA RPJMD DENGAN RANCANGAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2O2I

KODE URAIAN RPJMD
RANCANGAN

APBD

l 2 3 4

L

l.

1.01.

1.01.

1.01.

1.01.

1.02.

1.02.

t.02.

1.02.

t.02.

t.02.

1.03.

I .03.

1.03.

1.03.

l,*

1,.,

t;.;

k

|:

01.

02.

04.

01.

02.

03.

04.

05.

URUSAN PEMERJNTAHAN WAJIB YANG
BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN

PROGRAM PENLINJANG URUSAN PEMENNTAHAN
DAERAH KABUPATEN/KOTA
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN
PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

U RASA N PE MERI NTA HAN B I DA N G KES E HA TA N

PROGRAM PENLTNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH KABUPATEN/KOTA
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN

PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN
MASYARAKAT
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA
MANUSIA KESEHATAN
PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN

DAN MAKANAN MINUMAN
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG
KESEHATAN

ARASAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN
UMUM DAN PENATAAN RAANG
PROGRAM PENLINJANG URUSAN PEMEzuNTAHAN
DAERAH KABUPATEN/KOTA
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)

PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN

SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN
SISTEMAIRLIMBAH
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN

SISTEM DRAINASE
PROGRAM PENATAAN BANGLTNAN GEDT]NG

PROGRAM PEI{YELENGGARAAN JALAN

PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG

ARUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERAMAHAN DAN
KAIYASAN PERMUKIMAN
PROGRAM PENLTNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

DAERAH KABUPATEN/KOTA
PROGRAM PENGEMBANGAN PERIIMAHAN

PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN
HAYATI (KEHATI)
PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERMUKIMAN KUMUH
PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN
UTILITAS UMUM (PSU)

ARUSAN PEMEMNTAHAN BIDANG KETENTERAMAN
DAN KETERTIBAN AMAM SERTA PERLINDUNGAN
MASYAR,4KAT
PROGRAM PENTINJANG URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH KABUPATEN/KOTA

I PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN
I

IKETERTIBANUMUM

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

610.01s.050.909,64 |

I

I

,0r., , ,.ror.ro, ,orl
ror.zss.+ss.sar,os I

I

31.944.519.710.00 I

:.ozr.zeo.ooo,oo I

I

fiz.tst.stzJca.sa I

sz.asq.ssr.rao.ro I

I

az.tt+.sor.+sa,oo I

I

I

623.750.000,00

587.820.000,00

852.077.360,00

I 56.746.337.888,00

8.583.530.080,00

4.151.214.650,00

7.295.349.976,00

7.953.810.080,00

r s.488.467.s70,00

5.285.235.804,00

107.093.755.43 8,00

894.974.290,00

56.698.413.266,00

' 8.056.784.390,00

62.000.000,00

0,00

1.3 16.0s3.000,00

47.263.575.876,00

20.741,160.590,00

19.527 .889 .240,00

164.599.370,00



KODE URAIAN RPJMD
RANCANGAN

APBD

I 2 3 4

7.

'1.

8.

8.

8.

8.

8.

8.

8.

8.

7.01

7.Ol

8,01.

8.0r.

8.01.

8.01.

8.01

8.01

8.01

03.

06.

01.

02.

03.

04.

05.

06.

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKA'T DESA
DANKELURAHAN
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
PEMERINTAHAN DESA

UNSUR PEMERINTAHAN UMUM

KESATAAN BANGSA DAN POLITIK

PROGRAM PENUNIANG URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH KABUPATEN/KOTA
PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN
KARAK'TER KEBANGSAAN
PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK
DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN
POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA

BUDAYAPOLITIK
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN

ORGANISASI KEMASYARAKATAN
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN
KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA
PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL
DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILTTASI
PENANGANAN KONFLIK SOSIAL

0,00

0,00

0!00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.921,352. 108,00

9.4s0.000,00

5.826.245.219,00

5.826.245.219,00

3.967.896.362,00

581.205.860,00

8r3.547.948,00

55.602.620,00

212.48 r.060,00

195.51 1.369,00

0,00\ 1.096.642.021.000,00

f{
Io-y' TIINT

N
)UL T

-/
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]A]uI.TKEIT VIU'
PERATURAN DAERAH I(ABUPATEN NATUNA
NOMOR U TAHUN A?4
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021

PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN PADA RKPD DATI PPAS

DENGAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2021

KODE URAIAN RKPD PPAS
RANCA]\GAN

APBD

2 3 4 5

l"*"
1 

,.0, ,,

1,.0,.0,.

I

Ir.or.or.t;
Ir.or.or.

1,.0,.0,.

1,.0,.0,.

l,o,o,

I

lr.0r.0l.
I r.or.or.

l, 
o, o,

I t.0r.0r.

l, o, o,

ll.0r.0r.

1,.0,.0,.
I

I

ll.ol.or
I

I

I r.0r.0l_

1.0t.01.

1.01.0r.

1.0 1.0 l.

L0t.01.

r.01.0t.

1.01.0t.

1.01.01.

1.0t.0t.

1.01.01.

I.0 1.0 l.

I .01.01.

r.0r.01.

l.0l.01.

t.01.0t.

l.0l.0r.

1.01.01.

1.0 1.0 l.

t.0t.01.

r:ol.ol.

L0l:01.

L01.

l.

t;

l;r
lr.or.

t,,,
1.0r.

1.01.

1.01.

1.01.

1.0r.

,rri;l
,.0,.1

,.or.l

nl

,.r,-l

i,,l

ili l

,.0, I

0!-

01.

01.

0t.

01.

01.

01.

01.

0t.

01.

01.

0t.

,il

2.0s

li:r

l'*
t2.09.

1,,

2.0t.

2.01.

2.0t.

2.0t.

2.0t.

2,0t.

2.0t.

2.Ot.

z.o r.l

,.or.l

,.0,.1

,.0,1

,.0, I

,.or.l

,.or.l

,.or.l

l;i?l

01.

02,

03.

07.

05.

09.

01.

02.

01.

,,]

IDINAS PENDIDIKAN
I

I

URUSAN PEMERINTAHAN WAJTB YANG
BERI(AITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

ART]SAN PEM E RINTAHA N B IDANG
PENDIDIMN

PROGRAM PENLINJANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Administmsi Keungm Perangkat Daerah

Penyediaan Gaji dan Tmjangan ASN

Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

Pelaksanmn Penatausahaa[ dan pengujian/Verifikasi

Keuangan SKPD

Adminishasi Barang Milik Daemh pada perangkat

Daerah

Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD

Adrninistrasi Umum Perangkat Daerah

Penyediaan Barmg Cetakan dan penggandaan

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi
SKPD

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan pemerintahan

Daerah

Penyediaan Jasa Surat Menymt

Penyediaan Jasa Komunikasi, Srmber Dava Air dan
Listrik

Pemelihaman Bamng Milik Daerah penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya pemeliharaan,

dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau
Kendaraan Dinas Jabatan

Pemeliharaar/Rehabilitasi Sarana dan prasarana

Pendukmg Gedug Kmtor atau Bmgum Lainnya

PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar

Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)

Pembangunan Ruang Gunr/Kepata Sekolatr/TU

Pembanguan Ruang Unit Kesehatan Sekolah

Pembangunan Samna, prasaraoa dan Utilitas Sekolah

Pembangunan Rumah Dinas Kepala
Sekolah/GurulPenjaga Sekolah

Rehabilitasi SedangiBerat Rumg Kelas

Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, prasarana dan
Utilitas Sekolah

Pengadam Perlengkapan Sekolah

Pengadaan Perlengkapan Siswa

Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah
Dasar

Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi
Peserta Didik

Pembinaan Kelembagaan dan Manajemeo Sekolah

lengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah pertama

Pembangunan Laboratorium

Pembangunan Ruang Serba Gura/Aula

Pembangunan Sarana. Prasarana dan Utilitas Sekolah

Rehabilitasi Sedang/Berat Gedmg Sekolah

223.007,372.22t,00

22i.007.i72,221,00

I 8l.765.538.02 I,00

I 80.765.538.02 I,00

0,00

1.000.000.000,00

s0.000.000,00

50.000.000,00

..360.000.000,00

60.000.000,00

300.000.000,00

255.000.000,00

30.000.000,00

225.000.000,00

2t.697 .547 .000,00

570.000.000,00

8.462.540,

293.600.000,00

105.000.000,00

I 1.366.407,000,00

700.000.000,00

200.000.000,00

10.448.54 1.200,00

0,00

475.000.000,00

2.96 1.200.000,00

1s0.000.000,00

0,00

Lt48.020.079.214,86

8, r48.020.079.214,86

626.770.775324,22

208.923.59t.774,74

208.923,59t;774,74

208.923.59t.774,74

208.923.59t.774,74

208.923.59t.774,74

417.847 .t83.549,48

208.923.59t.774,74

208.923.59t.774,74

417 .847 .t83.549,48

208.923.59t.774,74

208.923.59t.774,74

417.847.t83.549,48

208.923.59t.774,74

208.923.59t.774,74

2.507.083. I 0 1.296,88

208.923.59t.774,74

208.923.59t.774,74

208.923.59t.774,74

208.923.59t.774,74

208.923.591.774,74

208.923.591 .774,74
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Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan

Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan

Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan,

Peruakilan dm Partai Politik, Pemilihan

Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta

Pemantauan Situasi Potitik di Daerah

PENGAWASAN ORGANISASI
KEMASYARAKATAN
Perumusan Kebijakm Teknis dan Pemantapan

Pelaksmaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan

Orgmisasi Kemsyarakatatr

Pelaksanm Koordinasi dibidmg Pendaftamn Omas,
Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi

Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas

Asing di Daerah

PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANCAN
KETAHANAN EKONOMI. SOSIAL. DAN BUDAYA

Perumusan Kebijakm Teknis dan Pemantapan

Pelaksmaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan

Budaya

Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan

Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan

Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerakunan Umat

Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
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Konflik Sosial
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Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta
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Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar
Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang

Kewaspadaan, serta Penanganm
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PERATURAN DAERAII KABUPATEN NATUNA
NOMOR il TAHUN U)20
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN D.1.N BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021

PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
DAFTAR PERKIRAAN PENAMBAHAN DAT{ PENGURAI{GAil ASET LAIN.LAIN

TAHUN ANGGARAN 2O2I

Jenis Aset Tetap
Daerah
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LAMPIRAN XII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NATUNA
NOMOR T,[ TAHUN?A?,
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021

PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
DAFTAR DANA CADANGAN

TAHUN ANGGARAN 202{

No Tujuan Pembentukan
Dana Cadangan

Dasar ]lukum
Pembentukan

Dana Cadangan

Iumlah Dana
Cadangan yang
Dircncanakan

Saldo Awal
(Rp)

Transfer dari
Kas Daerah

(Rp)

Saldo Akhir
(Rp)

Sisa Dana yang
Belum

Dicadangkan

1 2 3 4 5 6 , 8

NIHIL

JUUI.AH

ililill]ill]]il] Halaman : 1
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